BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah
Sakit sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan
Dewan Pengawas Rumah Sakit;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5044) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);




Menetapkan
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan
Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor
22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ADJI PUTRI
BOTUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser
Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor
22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur
Pemerintah Daerah, organisasi profesi, asosiasi
perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.

(3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah
berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga
kesehatan.
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(4) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
setelah berkoordinasi dengan asosiasi
perumahsakitan.

(5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang
perumahsakitan.

(6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal
S5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua
merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

(7) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak
boleh dirangkap dengan salah satu jabatan
struktural di Rumah Sakit.

(8) Dihapus.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan
Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus
memenuhi persyaratan:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
Rumah Sakit;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
tugas dan fungsi Rumah Sakit;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

g. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan
pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala daerah atau calon wakil kepala daerah
dan/atau calon legislatif.
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3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dapat
diberikan honorarium sesuai dengan tingkat
tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan serta sesuai kemampuan Rumah Sakit.

(2) Honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan
Direktur.

(3) Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

(4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar
10% (sepuluh persen) dari gaji dan tunjangan
Direktur.

(5) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan
Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sampai dengan ayat (4), ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 26.

s KAB A

” — el IS = .
/oSwdlinan Seqeahdengan aslinya
. AN

/57" SEKRETARMT DAERAH
M@ p .
.f.lf\',c«aup SN PEN

| | g, -
| | SE

~Pitono, S.H.,M.H
~ NIP. 19730117 200604 1 008




